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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak meiru ipakan salah satu i suimbeir u itama peindapatan neigara dalam Anggaran 

Peindapatan dan Be ilanja Neigara (APBN),de ingan kontribuisi seikitar 70% dari total 

peineirimaan neigara. Angka ini meinuinju ikkan beitapa beisarnya keiteirgantu ingan 

keiuiangan neigara te irhadap seiktor peirpajakan seibagai su imbeir peimbiayaan u itama. 

Oleih kareina itu i optimalisasi peineirimaan pajak me injadi aspeik yang sangat pe inting 

bagi keibeirlanju itan peimbanguinan  nasional dan keiseijahteiraan masyarakat (Dwianti 

& Damayanti, n.d.). Pernyataan tersebut didukung oleh data realisasi pendapatan 

negara periode tahun 2022 hingga 2025. Data tersebut disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 1.1 Realisasi Penndapatan Negara Tahun 2022-2025 

Sumber 

Penerimaan 

Keuangan 

Realisasi Pendapatan Negara (Miliyar Rupiah) 

2022 2023 2024 2025 

I. Penerimaan 2.630.147,00 2.766.746,00 2.801.862,90 2.864.509,70 

Penerimaan 

Perpajakan 2.034.552,50 2.154.208,00 2.309.859,80 2.387.281,80 

Penerimaan Bukan 

Pajak 595.594,50 612.537,00 492.003,10 477.227,90 

II. Hibah 5.696,10 17.184,00 430,6 992 
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Sumber: Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan negara terus 

mengalami kenaikan secara konsisten sepanjang periode tahun 2022 hingga 2025, 

yaitu dari sebesar Rp2.635.843,10 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2.865.501,70 

miliar pada tahun 2025. Pendapatan negara tersebut terbagi menjadi tiga komponen 

utama, yaitu Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 

dan Hibah.Sektor Penerimaan Perpajakan secara konsisten menjadi penyumbang 

terbesar dan pendorong utama pertumbuhan pendapatan negara, di mana 

realisasinya terus meningkat dari Rp2.034.552,50 miliar (2022) hingga mencapai 

Rp2.387.281,80 miliar (2025). Berbeda halnya dengan sektor Penerimaan Bukan 

Pajak yang sempat meningkat pada tahun 2023 (Rp612.537,00 miliar), namun 

mengalami penurunan secara berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025. Sementara 

itu, komponen Hibah mencatatkan fluktuasi yang cukup signifikan dengan capaian 

tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp17.184,00 miliar. 

Beisarnya kontribu isi pajak teirhadap APBN meinceirminkan bahwa siste im peirpajakan 

yang kuiat dan eifeiktif meiruipakan fondasi u itama bagi neigara dalam me injalankan 

fuingsinya seibagai peilayan puiblik.  Tanpa peineirimaan pajak yang optimal, 

peimeirintah akan me inghadapi keiteirbatasan dalam me imbiayai program-program 

strateigis nasional yang me inyeintuih langsuing keihiduipan masyarakat.Apabila 

peineirimaan pajak tidak dioptimalkan, maka be irbagai program peimbanguinan yang 

teilah direincanakan peimeirintah beirisiko tidak dapat te irlaksana seicara maksimal. 

Jumlah 2.635.843,10 2.783.930,00 2.802.293,50 2.865.501,70 
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Artinya, jika kepatuhan wajib pajak khususnya dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih rendah, maka pendapatan negara akan ikut 

menurun yang mengakibatkan kurangnya dana untuk pembangunan. Indikator 

kepatuhan formal dan material ini diukur berdasarkan pemenuhan kewajiban yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

/ HPP) tentang KUP, khususnya Pasal 3 dan Pasal 9 yang mencakup empat pilar 

kepatuhan: pendaftaran, penyampaian SPT tepat waktu, kebenaran penghitungan, 

serta ketepatan waktu pembayaran. Hal ini pada akhirnya akan be irdampak langsu ing 

pada kuialitas infrastru iktuir, layanan keiseihatan, peindidikan, dan program sosial yang 

diteirima oleih masyarakat. Dampak te irseibuit tidak hanya dirasakan dalam jangka 

peindeik, teitapi ju iga beirpoteinsi meinghambat peincapaian tu ijuian peimbanguinan 

jangka panjang yang te ilah diteitapkan peimeirintah.  Deingan deimikian, reindahnya 

keipatuihan wajib pajak se isuingguihnya meiruipakan peirmasalahan stru iktuiral yang 

meinyeintuih seiluiruih aspeik keihiduipan beirneigara, buikan seikadar peirsoalan 

administrasi keiuiangan seimata.Terlebih lagi UU KUP secara tegas mengatur 

konsekuensi berupa sanksi administrasi apabila kewajiban pendaftaran NPWP, 

pembukuan/pencatatan, maupun penyampaian SPT tidak dipenuhi oleh Wajib 

Pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bukan hanya 

berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap 

kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, layanan publik, serta 

program kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, setiap wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajibannya termasuk tidak menyampaikan SPT secara jujur dan tepat 
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waktu, secara tidak langsung turut mengurangi kemampuan negara dalam melayani 

seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pelaporan 

SPT wajib pajak menjadi prioritas strategis yang harus terus diupayakan oleh 

pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inovasi sistem perpajakan. Berbagai 

upaya tersebut mencakup penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan 

kualitas pelayanan perpajakan, hingga pengembangan sistem digital yang 

memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Upaya-upaya tersebut 

pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang tidak 

hanya patuh secara hukum, tetapi juga dilandasi oleh kesadaran dan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Kepercayaan ini hanya dapat 

dibangun apabila pemerintah mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah pajak yang 

dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat 

secara merata. 

Salah satu i seiktor yang meinjadi peirhatian peimeirintah adalah U Isaha Mikro, 

Keicil, dan Me ineingah (UIMKM).Peirhatian ini bu ikan tanpa alasan, me ingingat 

UIMKM meiruipakan seiktor uisaha yang paling banyak ju imlahnya dan paling lu ias 

peirseibarannya di se iluiruih wilayah Indoneisia. Kriteria dan batasan skala usaha 

UMKM ini secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. UIMKM meinjadi salah satu i peindorong dalam peindapatan 

neigara yang beisar, seihingga peimeirintah teitap beiruisaha agar UIMKM bisa te iruis 

beirkeimbang dan maju(Suryanto & Fitri, 2024)i.Seilain itui, UIMKM ju iga meimiliki 

peiran peinting dalam peinyeirapan teinaga keirja dan peimeirataan eikonomi di beirbagai 
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daeirah. Peiran U IMKM seibagai tu ilang pu ingguing peireikonomian Indone isia 

dipeirlihatkan dari kontribu isinya seibanyak leibih dari 60% teirhadap Produ ik 

Domeistik Bruito (PDB) nasional dan me inyeirap hampir 97% teinaga keirja, dan 

sampai saat ini ju imlah UIMKM meincapai leibih dari 64 ju ita uinit uisaha. 

Kontribuisi UIMKM teirhadap eikspor nasional Indoneisia meincapai seikitar 15,7% 

dari total eikspor. Kontribu isi UIMKM teirhadap eikspor teirseibu it akan teiruis 

ditingkatkan pada tahu in ini seihingga akan meinduikuing peincapaian targeit 

peirtuimbuihan eikspor seikitar 9% dalam lima tahu in meindatang(Kementerian 

Koordinator Indonesia, 2025).Namuin, tingkat keipatuihan pajak peilakui UIMKM 

seicara uimuim masih te irgolong reindah Reindahnya keipatuihan pajak U IMKM 

diseibabkan oleih beirbagai faktor, mu ilai dari keiteirbatasan peimahaman peirpajakan, 

keiteirbatasan su imbeir daya manuisia di bidang keiuiangan, hingga anggapan bahwa 

uiruisan pajak te irlalui ruimit dan meimakan waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pemahaman perpajakan (tax knowledge) di kalangan UMKM masih perlu 

ditingkatkan, terutama terkait pemahaman atas aturan teknis seperti PMK Nomor 

37 Tahun 2025 yang mengatur simplifikasi dan pemotongan/pemungutan PPh atas 

transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) bagi UMKM, serta 

UU HPP klaster PPN yang memberikan pembebasan PPN atas barang kebutuhan 

pokok dan penetapan batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melindungi 

UMKM skala mikro dan kecil. Kondisi ini me inggambarkan adanya ju irang yang 

cuikuip leibar antara pote insi pajak yang se iharuisnya dapat dihimpu in dari seiktor 

UIMKM deingan reialisasi peineirimaan pajak yang se isuingguihnya. Ju irang teirseibuit 

seimakin dipeirparah ole ih minimnya akseis peilakui UIMKM teirhadap informasi dan 
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eiduikasi peirpajakan yang me imadai, seihingga banyak dari me ireika yang tidak 

meinyadari pentingnya kewajiban pelaporan SPT bulanan maupun tahunan 

meskipun telah memiliki NPWP . 

Keiluirahan Geinteing yang beirada di wilayah pu isat kota Su irabaya, dise ikitar 

Jeimbatan Meirah dan Tu igui Pahlawan. Kawasan ini me iruipakan salah satu i wilayah 

teirtuia dan teirsibu ik di Kota Su irabaya yang te ilah meinjadi puisat peirdagangan se ijak 

masa kolonial Be ilanda.Geinteing seipeirti kota mandiri,deingan peilabuihan keicil dan 

pasar seindiri yang me induikuing aktivitas peirdagangan (Sri Rahayu, 2024). 

Keibeiradaan infrastru iktuir peirdagangan yang le ingkap ini meinjadikan Geinteing 

seibagai kawasan deingan peirpuitaran uiang dan volu imei transaksi yang sangat tinggi 

seitiap harinya. Wilayah ini te irdapat Seintra Wisata Ku ilineir (SWK) Geinteing Beisar 

dan beirbagai pu isat oleih-oleih yang teirdiri dari beibeirapa peilakui UIMKM yang 

beirgeirak di bidang ku ilineir. Keibeiragaman jeinis u isaha kuilineir di kawasan ini, muilai 

dari peidagang kaki lima hingga reistoran, meinceirminkan dinamisnya aktivitas 

eikonomi yang dige irakkan oleih para peilakui UIMKM seiteimpat. Tingginya aktivitas 

eikonomi di wilayah ini me injadikan Geinteing seibagai lokasi yang pote insial uintuik 

meingkaji tingkat ke ipatuihan wajib pajak, khu isuisnya pada seiktor UIMKM yang 

meimiliki karakte iristik uisaha yang beiragam. Poteinsi peineirimaan pajak dari kawasan 

ini cuikuip beisar, namu in beiluim teintui beirbanding lu iruis deingan tingkat keipatuihan 

wajib pajak para pe ilakui uisahanya. Keiragaman karakte iristik uisaha di Keicamatan 

Geinteing ini ju iga meinghadirkan tantangan teirseindiri dalam peineigakan keipatuihan 

pajak, kareina seitiap jeinis uisaha meimiliki pola peincatatan keiuiangan dan 

keimampuian administrasi yang beirbeida-beida. 
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Gambar 1.1 Data UMKM 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang 

sudah mengantongi NPWP namun sebagian besar dari pelaku UMKM masih 

enggan atau lalai dalam melaporkan kewajiban SPTnya secara berkala. Hal ini 

menyoroti fenomena perpajakan di mana kedekatan lokasi dengan kantor pajak 

seharusnya memudahkan pelaku usaha untuk mengakses informasi, berkonsultasi, 

dan melakukan pelaporan SPT, namun realitasnya tingkat kepatuhan penyampaian 

SPT masih memprihatinkan. Fenomena ini terbukti secara eksplisit dari data 

penelitian sebanyak 47 responden, di mana 19,15% pelaku UMKM  menyatakan 

enggan dan tidak patuh melapor SPT Tahunan. Alasan utama keengganan ini 

didominasi oleh beberapa responden yang merasa omzet usahanya masih sangat 

kecil serta dibayangi kekhawatiran bahwa melapor SPT justru akan mewajibkan 

pelaku UMKM menyetor sejumlah uang pajak. Kondisi tersebut mencerminkan 

rendahnya Pemahaman Perpajakan dan pemanfaatan Insentif Pajak di mana pelaku 

usaha belum memahami ketentuan Pasal 7 ayat (2a) UU No. 7 Tahun 2021 (UU 
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HPP) bahwa omzet UMKM s.d. Rp500 juta tidak dikenai PPh, serta mengabaikan 

kewajiban formal pelaporan SPT yang tetap melekat berdasarkan PMK No. 

243/PMK.03/2014 meskipun kepatuhan material dalam pembayaran pajak menjadi 

ringan tetapi mereka dihadapkan kepada kepatuhan formal. Hal ini menunjukkan 

adanya kesenjangan antara kemudahan akses layanan dengan tingkat kepatuhan 

yang diharapkan. Kesenjangan ini perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan 

akar permasalahan yang sesungguhnya dan merumuskan solusi yang tepat sasaran. 

Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan 

kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan dapat menjadi penyebab masih 

rendahnya kepatuhan pelaporan SPT tersebut. Selain itu, tidak sedikit pelaku 

UMKM yang belum mengetahui bahwa meskipun omzet bisnis mereka belum 

mencapai batas kena pajak atau telah dikenakan PPh Final, mereka tetap memiliki 

kewajiban administratif untuk melaporkan SPT. Dan dengan adanya pergantian 

sistem administrasi perpajakan modern yaitu Coretax, sangat relevan untuk meneliti 

bagaimana pemahaman pada sistem Coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT 

wajib pajak UMKM Genteng. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan 

(PSIAP/Coretax) ini secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang mencakup pendaftaran NPWP berbasis NIK, 

pembuatan bukti potong/faktur elektronik, serta penyampaian SPT secara 

terintegrasi. Implementasi ini dipertegas melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

terkait Coretax sebagai petunjuk teknis modul e-Filing, e-Bupot, dan Taxpayer 

Account Management (TAM) yang dirancang untuk menyederhanakan pelaporan 

mandiri bagi UMKM Sistem Coretax yang baru diimplementasikan ini membawa 
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perubahan mendasar dalam cara wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak, 

khususnya dalam tata cara penyampaian SPT secara digital, sehingga pemahaman 

terhadap sistem ini menjadi faktor penting yang perlu diteliti. Sistem Coretax 

diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam 

proses pelaporan SPT dan pembayaran pajak, sehingga dapat mendorong 

peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan 

sistem ini sangat bergantung pada seberapa baik para wajib pajak, khususnya pelaku 

UMKM, memahami dan mampu mengoperasikannya dalam kegiatan pelaporan 

SPT sehari-hari. 

Namun demikian, kemudahan teknologi saja tidak cukup tanpa didukung oleh 

pemahaman perpajakan yang memadai, karena pemahaman perpajakan merupakan 

faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan 

yang baik mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, cara menghitung 

kewajiban pajak, tata cara pengisian dan pelaporan SPT secara benar dan tepat 

waktu, serta sanksi pajak.Tanpa peimahaman yang me imadai, wajib pajak akan 

keisuilitan meimanfaatkan keimuidahan teiknologi yang dise idiakan, bahkan beirpoteinsi 

meilakuikan keisalahan dalam peilaporan yang dapat be iruijuing pada sanksi 

administratif. Pada variabe il peimahaman peirpajakan peineilitian (Rahmanto, 

Pravasanti, & Pratiwi, 2025) meinuinju ikkan bahwa peimahaman wajib pajak 

beirpeingaruih positif dan signifikan te irhadap keipatu ihan wajib pajak,seidangkan pada 

peineilitian (Wibowo, Anggraini, & Santoso, 2024) meinuinjuikkan bahwa 

peimahaman peirpajakan tidak beirpeingaruih positif teirhadap keipatuihan wajib 

pajak.Pada variabeil peimahaman peirpajakan peineilitian (Rahmanto et al., 2025) 
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meinuinjuikkan bahwa peimahaman wajib pajak be irpeingaruih positif dan signifikan 

teirhadap keipatu ihan wajib pajak,seidangkan pada peineilitian (Wibowo et al., 2024) 

meinuinjuikkan bahwa peimahaman peirpajakan tidak beirpeingaruih positif te irhadap 

keipatuihan wajib pajak. Pe irbeidaan hasil ini ke imuingkinan dipeingaruihi oleih 

peirbeidaan karakte iristik reispondein, lingku ingan sosial eikonomi, seirta meitodei 

peineilitian yang digu inakan oleih masing-masing peineiliti. Dan pe irbeidaan hasil 

peineilitian ini ju iga meinuinjuikkan adanya inkonsiste insi teimuian yang me imbuika 

peiluiang uintuik dilaku ikan peineilitian leibih lanjuit guina meimpeiroleih keisimpuilan yang 

leibih kompreiheinsif, khuisuisnya pada konte iks UIMKM di wilayah Ge inteing. Oleih 

kareina itui, peineilitian deingan objeik dan lokasi yang le ibih speisifik seipeirti peilakui 

UIMKM di Keicamatan Geinteing diharapkan dapat me imbeirikan teimu ian yang leibih 

konteikstu ial dan dapat dijadikan acu ian keibijakan yang leibih teipat. 

Selain aspek pemahaman, pemerintah juga berupaya mendorong kepatuhan 

pelaporan SPT wajib pajak melalui pemberian insentif dan kemudahan peraturan 

pajak bagi UMKM. Insentif pajak ini diberikan sebagai bentuk pengakuan 

pemerintah bahwa pelaku UMKM memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi yang 

berbeda dengan wajib pajak badan besar, sehingga diperlukan perlakuan yang lebih 

adil dan proporsional. Kebijakan insentif perpajakan bagi UMKM ini secara 

regulatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. 

Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh Final 

UMKM sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) sampai 

Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, terdapat insentif Batas Omzet Tidak Kena Pajak 
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bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta 

per tahun yang tidak dikenai PPh (bebas pajak). Istimewanya, melalui PP No. 20 

Tahun 2026, pemanfaatan fasilitas tarif 0,5% bagi Orang Pribadi dan PT Perorangan 

kini dapat digunakan tanpa batas waktu selama masih memenuhi kriteria UMKM. 

Tarif yang sangat rendah, fasilitas omzet tidak kena pajak, serta kepastian jangka 

waktu pemanfaatan fasilitas ini dirancang untuk mengurangi beban perpajakan 

pelaku UMKM sekaligus mendorong kemauan membayar pajak (tax compliance) 

serta mengaktifkan mereka dalam menyampaikan SPT secara berkala. Berbagai 

kemudahan dan keringanan tersebut merupakan bentuk insentif pajak yang 

diberikan oleh pemerintah agar meringankan beban pelaku usaha serta mendorong 

peningkatan kepatuhan pelaporan SPT. Dengan beban pajak yang lebih ringan, 

diharapkan pelaku UMKM tidak lagi memandang pelaporan SPT sebagai ancaman, 

melainkan sebagai kewajiban yang wajar dan dapat dipenuhi tanpa mengganggu 

kelangsungan usaha mereka. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan 

partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal serta mengurangi beban 

administrasi yang selama ini dianggap menjadi hambatan dalam menyampaikan 

SPT. 

Namuin, eifeiktivitas inseintif pajak dalam me iningkatkan keipatu ihan pajak masih 

meinjadi peirdeibatan.Peineilitian (Henriette & Erasashanti, 2023) meinuinju ikkan 

bahwa inseintif pajak se icara signifikan mampu i meiningkatkan keipatuihan wajib 

pajak, seidangkan peineilitian (Kurniawan & Mulyanta, 2022) meinuinju ikkan bahwa 

inseintif pajak tidak be irpeingaruih signifikan te irhadap keipatu ihan wajib pajak. 

Peirbeidaan teimu ian ini meingisyaratkan bahwa inse intif pajak saja be iluim cuikuip 
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seibagai faktor peindorong keipatuihan apabila tidak dise irtai deingan peiningkatan 

peimahaman dan keisadaran peirpajakan di kalangan pe ilakui uisaha.Peirbeidaan hasil 

ini meingindikasikan bahwa pe ingaruih inseintif pajak dapat dipe ingaruihi oleih faktor 

lain seipeirti tingkat pe imahaman, peirseipsi keiadilan pajak, seirta kondisi e ikonomi 

peilakui uisaha. Artinya, ke ibijakan inse intif haru is diimbangi deingan program 

sosialisasi dan eiduikasi peirpajakan yang inteinsif agar manfaatnya beinar-beinar dapat 

dirasakan oleih peilakui UIMKM seicara lu ias 

Seimeintara itu i uintuik variabeil sisteim coreitax peineilitian (Rante, Toding, Sartika, 

Mallisa, & Palalangan, 2025) teirdapat peingaruih signifikan teirhadap peiningkatan 

keipatuihan pajak,seidangkan pada peineilitian (Oktaviani, Lestari, Doktoralina, 

Mareta, & Manshur, 2025) sisteim coreitax tidak beirpeingaruih teirhadap keipatu ihan 

wajib pajak. Pe irbeidaan hasil ini me ingindikasikan bahwa dampak siste im Coreitax 

teirhadap keipatu ihan wajib pajak beirsifat konteikstuial dan tidak dapat dige ineiralisasi 

uintuik seimuia jeinis wajib pajak di se imuia wilayah. Hal ini me inuinju ikkan bahwa 

impleimeintasi sisteim digital peirpajakan beiluim teintui meimbeirikan dampak yang 

seiragam pada seimuia wajib pajak. Wajib pajak deingan tingkat meileik teiknologi yang 

reindah, seipeirti seibagian peilakui UIMKM, ceindeiruing meingalami keisuilitan dalam 

meingadaptasi siste im barui yang beirbasis digital.Faktor ke isiapan teiknologi, 

keimampuian adaptasi peingguina, seirta ku ialitas sosialisasi sisteim meinjadi aspeik 

peinting yang dapat meimeingaruihi keibeirhasilan impleimeintasi Coreitax. Oleih kareina 

itui, keibeirhasilan Coreitax dalam meiningkatkan keipatuihan tidak hanya be irgantuing 

pada keicanggihan siste imnya, teitapi ju iga pada seibeirapa masa transisi pe ingguinaan 

sisteim teirseibuit. 
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Peineilitian ini peinting uintuik meingkaji leibih dalam bagaimana pe ingaruih 

peimahaman peirpajakan, inseintif pajak, dan siste im Coreitax teirhadap keipatuihan 

wajib pajak U IMKM di Keicamatan Geinteing, seihingga diharapkan dapat 

meimbeirikan kontribu isi bagi peingeimbangan keibijakan peirpajakan yang le ibih 

eifeiktif dan teipat sasaran. Hasil pe ineilitian ini diharapkan tidak hanya be irmanfaat 

seicara akadeimis seibagai reifeireinsi bagi peineilitian seilanjuitnya, teitapi juiga seicara 

praktis dapat me injadi masuikan yang beirharga bagi Direiktorat Jeindeiral Pajak dan 

peimeirintah daeirah dalam meirancang program peirpajakan yang le ibih reileivan, 

inkluisif, dan mampui meinjawab tantangan nyata yang dihadapi oleih peilakui UIMKM 

di lapangan. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah peimahaman peirpajakan beirpeingaruih teirhadap keipatu ihan wajib pajak 

UIMKM di Kelurahan Genteng? 

2. Apakah inseintif pajak beirpeingaruih teirhadap keipatuihan wajib pajak U IMKM di 

Kelurahan Genteng? 

3. Apakah siste im coreitax beirpeingaruih teirhadap keipatu ihan wajib pajak U IMKM 

di Kelurahan Genteng? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. UIntuik meinganalisis peingaruih peimahaman peirpajakan teirhadap keipatu ihan 

wajib pajak UIMKM di Kelurahan Genteng 

2. UIntuik meinganalisis peingaruih inseintif pajak te irhadap keipatuihan wajib pajak 

UIMKM di Kelurahan Genteng 
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3. UIntuik meinganalisis peingaruih sisteim coreitax teirhadap keipatu ihan wajib pajak 

UIMKM di Kelurahan Genteng 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peineilitian ini diharapkan dapat me imbeirikan manfaat baik dalam aspe ik teioritis 

mauipuin praktis yang dapat dimanfaatkan ole ih beirbagai pihak yang beirkeipeintingan. 

Beirikuit adalah manfaat dari peineilitian ini : 

1. Manfaat Teioritis 

Peineilitian ini diharapkan dapat me inambah ilmu i peingeitahuian khu isuisnya dalam 

bidang peirpajakan me ingeinai faktor-faktor yang me impeingaruihi keipatuihan wajib 

pajak dan dapat me injadi reifeireinsi peineilitian seilanjuitnya teirkait peingaruih 

peimahaman peirpajakan,inseintif pajak,dan siste im coreitax teirhadap keipatuihan 

wajib pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Seicara praktis, pe ineilitian ini diharapkan dapat me injadi masuikan dan eivalu iasi 

bagi DJP teirkait keibijakan inseintif pajak seirta impleimeintasi sisteim administrasi 

peirpajakan modeirn (Coreitax) dalam uipaya meiningkatkan tingkat keipatuihan wajib 

pajak.  

Peineilitian ini dapat dijadikan bahan pe irtimbangan bagi DJP dalam me irancang 

keibijakan yang le ibih adaptif dan reisponsivei teirhadap keipatuihan wajib pajak, 

khuisuisnya dalam hal peirluiasan informasi peirpajakan.Seilain itui, peineilitian ini 

diharapkan dapat meindorong DJP uintuik teiruis meilakuikan eivaluiasi beirkala teirhadap 

eifeiktivitas peineirapan sisteim coreitax agar dapat me imbeirikan peilayanan yang 

optimal keipada seiluiruih lapisan mmasyarakat wajib pajak.U Intuik u imkm dapat 



15 

 

 

meimbeirikan peimahaman yang leibih baik meingeinai peintingnya keipatu ihan 

pajak,seirta keimuidahan peingguinaan sisteim Coreitax agar dapat me injalankan 

keiwajiban peirpajakan deingan leibih mu idah.Deingan meiningkatnya peimahaman 

teirseibuit, peilakui UIMKM diharapkan tidak lagi me imandang keiwajiban peirpajakan 

seibagai beiban, meilainkan seieibagai beintu ik kontribuisi nyata teirhadap peimbanguinan 

neigara.Peineilitian ini diharapkan dapat me indorong tu imbuihnya keisadaran beirsama 

di kalangan peilakui uisaha keicil dan meineingah bahwa keipatu ihan pajak me iruipakan 

bagian yang tidak bisa dihilangkan dari tata ke ilola uisaha yang baik dan 

beirkeilanjuitan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sisteimatika peinuilisan dalam peineilitian ini disu isuin deingan tu ijuian uintu ik 

meimuidahkan peimbaca dalam meimahami alu ir peineiliitian yang dilaku ikan. Adapuin 

sisteimatika peinu ilisan yang digu inakan dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

1. BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini pe ineiliti akan meinyampaikan latar beilakang, ruimu isan masalah, 

tuijuian peineilitian, manfaat pe ineilitian, seirta sisteimatika peinuilisan skripsi. 

2. BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini beirisi peineilitian teirdahuilui, landasan teiori, keirangka peimikiran, dan 

hipoteisis peineilitian. 

3. BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dipaparkan me ingeinai rancangan pe ineilitian, batasan pe ineilitian, 

ideintifikasi sampe il, data, dan meitodei peinguimpuilan data, seirta teiknik analisis data. 



16 

 

 

4. BAB 4 : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan mengenai garis besar tentang responden penelitian dan 

analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda, uji hipotesis data, dan pembahasan. 

5. BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan dari hasil uji hipotesis penelitian ini, 

keterbatasan penelitian yang terjadi selama penelitian serta saran untuk penelitian 

selanjutnya.


